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PUTUSAN 

Nomor 518/Pdt.G/2024/PA Sak. 

 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA 

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam 

sidang yang dilangsungkan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan 

putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:  

PENGGUGAT, NIK 1408086505790002, tempat/tanggal lahir Cilacap, 25 Mei 

1980/umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, 

pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di 

Kabupaten Siak, Provinsi Riau dan dalam hal ini 

beralamatkan elektronik dengan email: 

tyoprayoga51@gmail.com, Penggugat; 

melawan 

TERGUGAT, NIK 1408080506740004 tempat/tanggal lahir Letung, 05 Juni 

1974/umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, 

pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di 

Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; 

Telah mendengar keterangan Penggugat; 

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di 

persidangan; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Oktober 2024 

telah mengajukan gugatan perceraian secara elektrokik melalui sistem informasi 

pengadilan e-court, yang telah terdaftar di Register Perkara Gugatan 

Disclaimer
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Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dengan Nomor 518/Pdt.G/2024/PA Sak. 

tanggal 16 Oktober 2024, dengan alasan-alasan sebagai berikut: 

1. Bahwa pada tanggal 14 November 2001 telah dilangsungkan perkawinan 

antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan 

sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah 

dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Apit, 

Kabupaten Siak, Provinsi Riau sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta 

Nikah No. 10/10/I/2002  tertanggal 24 April 2002; 

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan 

Tergugat berstatus duda (cerai); 

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 

1 orang anak yang bernama: 

• Anak ke 1, Tempat Tanggal Lahir, Siak 13 Desember 2001; 

• Anak ke 2, Tempat Tanggal Lahir, Siak 29 Maret 2005; 

• Anak ke 3, Tempat Tanggal Lahir, Siak 24 April 2008; 

• Anak ke 4, Tempat Tanggal Lahir, Siak 04 Februari 2011; 

• Anak ke 5, Tempat Tanggal Lahir, Siak 14 Juni 2019; 

• Okti Regililia binti Tergugat, Tempat Tanggal lahir, 31 Oktober 2020; 

Saat ini keenam anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat; 

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua 

milik Penggugat yang beralamatkan di Kabupaten Siak 2 tahun lamanya. 

Kemudian terakhir pindah ke rumah bersama yang beralamatkan di 

Kabupaten Siak; 

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya 

berjalan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Juli tahun 2011 rumah 

tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh 

karena; 
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a) Tergugat melakukan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 

dengan cara menendang, menghempaskan kedinding dan percobaan 

pembakaran terhadap Penggugat; 

b) Tergugat selalu berkata kasar ketika menghadapi masalah dengan 

Penggugat; 

c) Tergugat berlaku kasar kepada anak-anak dengan cara melemparkan 

piring, ditonjok dan ditendang ketika melakukan kesalahan; 

d) Tergugat sering mengabaikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat; 

6. Bahwa puncak dari percekcokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi 

pada tanggal 05 Oktober 2024 yang menyebabkan Tergugat pergi 

meninggalkan rumah dan pergi ke rumah orang tua angkat Tergugat, 

dikarenakan Tergugat diusir oleh Penggugat dengan alasan Tergugat telah 

mengusir tamu yang hendak melamar anak dan mengancam tidak akan 

menjadi wali pernikahan anak tersebut.  Sehingga sejak saat itu Penggugat 

dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana 

layaknya suami istri;  

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana 

yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah 

tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan 

tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian; 

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat 

terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan 

tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi 

unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk 

menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan; 

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara; 

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini 

Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura cq. 

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat 
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menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat 

untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya 

sebagai berikut: 

Primer: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap 

Penggugat (Penggugat)  

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum; 

Subsider: 

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang 

seadil-adilnya (ex aequo et bono); 

Bahwa, sebelum hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan 

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, 

yang mana atas panggilan itu Penggugat hadir menghadap sendiri di 

persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula 

mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun 

berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 518/Pdt.G/2024/PA.Sak tanggal 17 

Oktober 2024 dan 24 Oktober 2024 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan 

patut, dan ternyata ketidakhadiranya itu tidak berdasarkan alasan yang sah 

menurut hukum; 

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat 

sebagaimana yang tertera dalam surat gugaannya, dan ternyata atas identitas 

itu diakui dan dibenarkan oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat 

didengar tanggapannya karena tidak pernah datang menghadap persidangan; 

Bahwa, Majelis telah memeriksa kelengkapan dokumen elektronik pada 

perkara a quo yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi 

Pengadilan, dan ternyata telah lengkap; 

Bahwa, dalam kerangka perdamaian pada setiap tahap persidangan 

hingga sesaat sebelum putusan dibacakan Majelis Hakim telah menyampaikan 
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nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan kembali membina rumah 

tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil; 

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, 

sehingga perintah untuk melaksanakan mediasi bagi Penggugat dan Tergugat 

sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 

2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dikecualikan dalam perkara ini. 

Kemudian persidangan dinyatakan tertutup untuk umum; 

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat 

perihal hak dan kewajiban serta kemungkinan berperkara dan mengikuti 

persidangan secara elektronik/ e_litigasi, namun karena Tergugat tidak pernah 

hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh 

karenanya Majelis Hakim tidak dapat dimintai persetujuan Tergugat untuk 

beracara secara elektronik/e_litigasi, meskipun Tergugat tidak dapat dimintai 

persetujuan untuk beracara secara elektronik/ e_litigasi, namun oleh karena 

perkara ini didaftarkan secara elektronik/e_litigasi, maka pemeriksaan perkara a 

quo dilaksanakan persidangan secara elektronik/ e_litigasi; 

Bahwa, Majelis Hakim telah menyusun dan menetapkan jadwal 

persidangan elektronik (court calender) hingga pembacaan putusan yang telah 

disepakati oleh Penggugat, kemudian penetapannya dibacakan di persidangan 

sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang; 

Bahwa, setelah surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Register 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 

518/Pdt.G/2024/PA.Sak tanggal 16 Oktober 2024 tersebut dibacakan, lalu 

Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat gugatannya; 

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat 

didengar keterangan dan/ atau jawabannya; 

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat 

telah mengajukan bukti surat berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama 

Tergugat dan Penggugat, Nomor 10/10/I/2002, yang aslinya dikeluarkan oleh 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, 
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tanggal 24 April 2002, telah di-nazegelen serta telah dicocokan dengan aslinya, 

ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda P, diberi paraf dan 

diberi tanggal; 

Bahwa, di samping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai 

berikut: 

1. Saksi 1, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, 

bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, diperiksa satu persatu di 

persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan 

sebagai berikut: 

− Bahwa Saksi adalah Adik Kandung Penggugat; 

− Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sudah menikah dengan Tergugat 

dan Saksi mengenalnya; 

− Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat membina rumah 

tangga setelah menikah di rumah orang tua milik Penggugat yang 

beralamatkan di Kabupaten Siak, kemudian terakhir pindah ke rumah 

bersama yang beralamatkan di Kabupaten Siak, yang sekaligus 

merupakan tempat kediaman bersama terakhir; 

− Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 6 

(enam) orang anak; 

− Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan 

Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah 

tidak rukun dan harmonis lagi karena antara keduanya sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah 

tempat tinggal; 

− Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering 

terjadi pertengkaran, karena Saksi sering mendengar langsung keduanya 

bertengkar di rumah tempat tinggal bersamanya yang dimulai sejak tahun 

2020 yang puncaknya sampai tahun 2024, adapun yang menjadi 

penyebabnya adalah Tergugat pekerjaanya serabutan yaitu mencari 

kodok sehingga tidak dapat memenuhi nafkah dalam rumah tangga dan 
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untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh Penggugat 

dengan cara jual sayur dan kadang jadi Buruh Tani; 

− Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat adanya kekerasan 

dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Penggugat; 

− Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah 

berpisah tempat tinggal, karena sejak 1 (satu) bulan yang lalu, Tergugat 

pergi dari rumah bersama dan sekarang tinggal bersama orang tuanya, 

sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah bersama; 

− Bahwa Saksi mengetahui sejak keduanya berpisah keduanya tidak 

pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, tidak ada 

kominukasi dan sudah tidak saling menafkahi lagi; 

− Bahwa Saksi mengetahui pihak keluarga belum pernah mendamaikan 

Penggugat dan Tergugat; 

− Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar 

mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun 

usaha tersebut tidak dapat merubah tekad Penggugat untuk bercerai 

dengan Tergugat, dengan demikian usaha tersebut tidak berhasil; 

2. Saksi 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan 

Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dalam keadaan 

diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan 

keterangan secara lisan sebagai berikut: 

− Bahwa Saksi adalah Adik Kandung Penggugat; 

− Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sudah menikah dengan Tergugat 

dan Saksi mengenalnya; 

− Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat membina rumah 

tangga setelah menikah di rumah orang tua milik Penggugat yang 

beralamatkan di Kabupaten Siak, kemudian terakhir pindah ke rumah 

bersama yang beralamatkan di Kabupaten Siak, yang sekaligus 

merupakan tempat kediaman bersama terakhir; 
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− Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 6 

(enam) orang anak; 

− Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan 

Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah 

tidak rukun dan harmonis lagi karena antara keduanya sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah 

tempat tinggal; 

− Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering 

terjadi pertengkaran, karena Saksi tidak pernah melihat dan mendengar 

langsung keduanya bertengkar, namun saksi hanya mengetahui dari 

cerita Penggugat saja bahwa keduanya sering bertengkar, adapun yang 

menjadi penyebabnya adalah Tergugat pekerjaanya serabutan yaitu 

mencari kodok sehingga tidak dapat memenuhi nafkah dalam rumah 

tangga dan untuk memenuhi nafkah dalam rumah tangga ditanggung 

oleh Penggugat dengan cara berjualan; 

− Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar adanya kekerasan 

dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat; 

− Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah 

berpisah tempat tinggal, karena sejak awal bulan Oktober 2024 yang lalu, 

hanya Penggugat yang tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan 

Tergugat tidak menetap disana karena telah pergi dari rumah kediaman 

bersama; 

− Bahwa Saksi mengetahui sejak keduanya berpisah keduanya tidak 

pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, tidak ada 

kominukasi dan sudah tidak saling menafkahi lagi; 

− Bahwa Saksi mengetahui pihak keluarga belum pernah mendamaikan 

Penggugat dan Tergugat; 

− Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar 

mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun 
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usaha tersebut tidak dapat merubah tekad Penggugat untuk bercerai 

dengan Tergugat, dengan demikian usaha tersebut tidak berhasil; 

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat tidak 

keberatan dan menyatakan tidak mengajukan pertanyaan, kemudian Penggugat 

menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah 

diajukannya di persidangan tersebut; 

Bahwa, Majelis Hakim telah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada 

Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, akan tetapi Penggugat 

dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain selain yang 

diajukan Penggugat di persidangan; 

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun telah 

dipanggil secara resmi dan patut, maka patut diduga Tergugat tidak akan 

menggunakan hak buktinya di persidangan; 

Bahwa, dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan yang pada 

pokoknya tetap pada gugatannya semula dan memohon agar dikabulkan; 

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk segala 

sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana tersebut di atas; 

Menimbang, bahwa sebelum sidang dilangsungkan Penggugat dan 

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan 

sebagaimana ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg juncto Pasal 55 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan 

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 26 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 junctis Pasal 141 Instruksi 
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Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 

yang mana berdasarkan panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap ke 

persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan 

tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, 

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan 

(relaas) Nomor 518/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 17 Oktober 2024 dan 24 

Oktober 2024, dan ketidakhadirannya tersebut yang tidak beralasan yang dapat 

dibenarkan secara hukum, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini 

dapat diperiksa dan dilanjutkan; 

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai gugat yang 

termasuk dalam bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, 

maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat huruf (a) Undang Undang Nomor 3 

Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 

Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang Undang 

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim 

berpendapat Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang secara absolute 

menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini; 

Menimbang, bahwa sesuai identitas gugatannya, Penggugat bertempat 

tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau dan atas alamat tersebut tidak 

ditemukan eksepsi yang membuktikan sebaliknya, maka benar atau patut 

diduga benar Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Siak, maka sesuai 

dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah tepat Penggugat 

mengajukan ke Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, Majelis Hakim menilai 

mengadili perkara a quo menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Siak Sri 

Indrapura; 

Menimbang, bahwa tentang hubungan hukum Penggugat dan Tergugat, 

bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami 

isteri yang terikat perkawinan yang sah dan ikatan tersebut tidak pernah putus 
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hingga saat ini, hal mana telah dibuktikan dengan alat bukti surat yang diberi 

tanda P yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sebagaiman 

ketentuan 285 R.Bg, maka jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 Undang 

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perubahan kedua Undang Undang 

Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis 

Hakim berpendapat Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan 

gugatan dalam perkara a quo; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setiap tahap persidangan telah 

menyampaikan nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan kembali 

membina rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya yang dilakukan Majelis 

Hkaim tidak berhasil, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud 

dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang yang telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan junctis. Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 

1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi; 

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di 

persidangan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf [b] 

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat 

mediasi dikecualikan dalam perkara ini; 

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkara secara 

elektronik sebagai Pengguna Lain, maka Majelis Hakim telah memeriksa 

kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik dan Majelis 

Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat perihal hak dan 

kewajiban serta kemungkinan berperkara dan mengikuti persidangan secara 
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elektronik/ e_litigasi, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke 

persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya 

yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya 

Majelis Hakim tidak dapat meminta persetujuan Tergugat untuk berperkara dan 

mengikuti persidangan secara elektronik/ e_litigasi, akan tetapi meskipun 

Majelis Hakim  tidak dapat meminta persetujuan Tergugat untuk berperkara dan 

mengikuti persidangan secara elektronik/ e_litigasi, karena  perkara ini 

didaftarakan secara elektronik, maka persidangan dalam perkara a quo 

dilaksanakan secara elektronik, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 19 

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan 

Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 

tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di 

Pengadilan Secara Elektronik juncto ketentuan angka III huruf C Surat 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan 

Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan 

Secara Elektronik; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyusun dan menetapkan 

jadwal persidangan elektronik (court calender) hingga pembacaan putusan yang 

telah disepakati oleh Penggugat, kemudian penetapannya dibacakan di 

persidangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas, maka ketentuan Pasal 

21 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 

tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik 

yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik juncto 

Ketentuan angka III romawi huruf C angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah 
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Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk 

Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan 

Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, telah terpenuhi; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan 

Penggugat tanggal 16 Oktober 2024 Masehi yang terdaftar di Register 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 518/Pdt.G/2024/PA 

Sak tanggal 16 Oktober 2024 Masehi, kemudian Penggugat menyatakan tetap 

dengan maksud dan tujuan serta dalil-dalil gugatannya; 

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan 

gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat dengan 

Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara keduanya sudah 

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang 

disebabkan oleh Tergugat melakukan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga (KDRT) dengan cara menendang, menghempaskan kedinding dan 

percobaan pembakaran terhadap Penggugat, Tergugat selalu berkata kasar 

ketika menghadapi masalah dengan Penggugat, Tergugat berlaku kasar kepada 

anak-anak dengan cara melemparkan piring, ditonjok dan ditendang ketika 

melakukan kesalahan, Tergugat sering mengabaikan nafkah lahir dan batin 

kepada Penggugat, yang mana karena pertengkaran tersebut antara Penggugat 

dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 05 Oktober 2024 

hingga sekarang dan tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami 

isteri dan pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan 

Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, oleh karenanya Penggugat ingin 

mengakhiri rumah tangganya dengan Tergugat dengan jalan perceraian; 

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di 

persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya 

yang sah, sementara Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan 

Tergugat tidak pula mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya 

tersebut, maka ketentuan yang terdapat dalam Pasal 145 dan 146 R.Bg. juncto. 

Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai pemanggilan 

pihak-pihak berperkara, telah terpenuhi. Apabila dihubungkan dengan ketentuan 

Pasal 149 ayat (1) R.Bg. mengenai jenis putusan tanpa hadirnya Tergugat, 

maka perkara ini harus diputus dengan verstek; 

Menimbang bahwa oleh karena putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan 

tanpa hadirnya Tergugat (verstek), hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih 

dalam kitab Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 45 yang kemudian diambil alih 

menjadi pendapat Majelis hakim yang berbunyi;  

               لهى حق لى  ظالى فهوى يجبى فلم المسلمين حكام من حاكم الى دعي من

 Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, 

kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dzalim, dan gugurlah 

haknya"; 

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan atau bantahan dari 

Tergugat dikarenakan ketidakhadiran Tergugat, akan tetapi karena perkara ini 

menyangkut sengketa dalam bidang perkawinan, sehingga tidak hanya 

kebenaran formil yang dicari namun juga kebenaran materiil dan untuk 

memastikan gugatan cerai Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, maka 

sesuai dengan maksud bunyi Pasal 283 R.Bg. juncto Pasal 1865 KUHPerdata 

junctis angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 

Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015 Masehi sebagai Pedoman 

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Kamar Agama, maka 

Majelis Hakim berpendapat Penggugat dibebankan untuk membuktikan 

kebenaran hal-hal yang menjadi alasan perceraian yang didalilkannya; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, 

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P dan alat bukti 

saksi 2 (dua) orang, dan Majelis Hakim menilainya sebagai berikut: 
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Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P yang 

diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti 

surat tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang dibuat 

dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat 

umum yang berwenang (vide: Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1868 KUHPerdata), 

bermeterai cukup/ telah di-nazagelen (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 

5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok 

dengan aslinya (vide: Pasal 301 R.Bg. juncto Pasal 1888 KUHPerdata), dengan 

demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di 

samping itu, alat bukti surat tersebut memuat keterangan yang relevan dan 

berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti surat 

tersebut telah memenuhi persyaratan materiil. Oleh karenanya Majelis Hakim 

menilai alat bukti surat tersebut dapat diterima dan memiliki nilai kekuatan 

pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende); 

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang 

Saksinya dalam persidangan, yang keduanya telah memberikan keterangan 

sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara; 

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Penggugat tidak ada halangan 

hukum untuk diangkat menjadi saksi dalam perkara perceraian dan telah 

memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh sebab itu 

sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg, secara formil kesaksian para Saksi dapat 

diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan 

dipertimbangkan selanjutnya;  

Menimbang, bahwa kedua Saksi Penggugat telah dewasa di 

persidangan, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam 

Pasal 222 ayat 1 angka 4 R.Bg.;  

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat adalah fakta 

yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil 

yang harus dibuktikan oleh Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran 

antara Penggugat dan Tergugat karena Saksi sering melihat dan mendengar 
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langsung keduanya bertengkar, adapun permasalahan dalam rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat pekerjaanya serabutan yaitu 

mencari kodok sehingga tidak dapat memenuhi nafkah dalam rumah tangga, 

dan untuk memenuhi nafkah dalam rumah tangga ditanggung oleh Penggugat 

dengan cara berjualan sayur dan jadi buruh tanii, selain itu Saksi pertama juga 

mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 

bulan Oktober 2024 hingga saat ini, oleh karenanya Majelis Hakim menilai 

keterangan Saksi pertama terkait hal yang dilihat, didengar dan dialamai 

langsung oleh Saksi pertama dapat diterima dan dipertimbangkan sebagaimana 

dikemukakan dalam Pasal 308–309 R.Bg.; 

Menimbang, bahwa Saksi kedua Penggugat tidak pernah melihat tentang 

pertengkaran atau perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, Saksi juga 

tidak pernah melihat dan mendengar Tergugat melakukan kekerasan dalam 

rumah tangga kepada Penggugat, Saksi hanya mengetahui dari cerita sepihak 

dari Penggugat saja bahwa keduanya sering bertengkar adapun yang menjadi 

permasalahnya adalah Tergugat pekerjaanya serabutan yaitu mencari kodok 

sehingga tidak tercukupi nafkah dalam rumah tangga dan untuk memenuhi 

nafkah ditanggung oleh Penggugat dengan cara berdagang dan jadi buruh tani, 

namun keterangan Saksi tersebut tidak pernah di konformasi kebenarannya 

sehingga tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah 

tangga Penggugat  dan Tergugat, maka berdasarkan keterangan Saksi kedua 

Penggugat terkait adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi syarat materil Saksi karena Saksi 

tersebut hanya berdasarkan cerita dari Penggugat saja (testimonium de auditu) 

dan cerita Penggugat tersebut tidak pernah dikonfirmasi kebenarannya kepada 

Tergugat, sehingga keterangan Saksi kedua terkait perselisihan dan 

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bukan berdasarkan peristiwa 

yang dialami, peristiwa yang dilihat, peristiwa yang didengar, namun hanya 

cerita sepihak yang tidak diketahui kebenarannya, sehingga Majelis Hakim 

menilai keterangan Saksi kedua terkait perselisihan dan pertengkaran antara 
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Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi syarat materil Saksi, sebagaimana 

dikemukakan dalam Pasal 308–309 R.Bg., sedangkan keterangan Saksi kedua 

terkait antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan 

Oktober 2024 atau sekitar 1 (satu) bulan yang lalu adalah berdasarkan peristiwa 

yang dialami, peristiwa yang dilihat, peristiwa yang didengar, sehinggak 

keterangan Saksi kedua terkait perpisahan antara Penggugat dan Tergugat 

memenuhi syarat materil Saksi, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 308–

309 R.Bg, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan seluas-

luasnya kepada Penggugat untuk untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan 

guna membuktikan seluruh dalil gugatannya, namun Penggugat dengan tegas 

menyatakan mencukupkan buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lain 

selaian yang telah diajukan di depan persidangan, sehingga pembuktian 

Penggugat dianggap selesai; 

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P 

tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan 

sepasang suami istri sah yang telah melaksanakan akad pernikahan 

berdasarkan hukum Islam pada tanggal 14 November 2001 yang dicatatkan di 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, 

yang sampai saat ini belum pernah bercerai; 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat, 

diperoleh fakta yang pada pokoknya: 

− Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah; 

− Bahwa dari perkawinan tersebut keduanya telah dikaruniai 6 (enam) orang 

anak; 

− Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan 

harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar di 

rumah tempat tinggal bersamanya yang dimulai sejak tahun 2020 yang 

puncaknya sampai tahun 2024, adapun yang menjadi penyebabnya adalah 

Tergugat pekerjaanya serabutan yaitu mencari kodok sehingga tidak dapat 
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memenuhi nafkah dalam rumah tangga dan untuk memenuhi kebutuhan 

rumah tangga ditanggung oleh Penggugat dengan cara jual sayur dan 

kadang jadi Buruh Tani; 

− Bahwa tidak diketahui adanya kekerasan dalam rumah tangga yang 

dilakukan oleh Penggugat; 

− Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, 

karena sejak 1 (satu) bulan yang lalu, Tergugat pergi dari rumah bersama 

dan sekarang tinggal bersama orang tuanya, sedangkan Penggugat tetap 

tinggal di rumah bersama; 

− Bahwa sejak keduanya berpisah keduanya tidak pernah berkumpul 

sebagaimana layaknya suami isteri, tidak ada kominukasi dan sudah tidak 

saling menafkahi lagi; 

− Bahwa pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dan 

Tergugat;  

− Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar mempertahankan 

keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut 

tidak dapat merubah tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;  

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat, 

diperoleh fakta yang pada pokoknya: 

− Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah; 

− Bahwa dari perkawinan tersebut keduanya telah dikaruniai 6 (enam) orang 

anak; 

− Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis 

lagi karena antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal; 

− Bahwa tidak diketahui adanya kekerasan dalam rumah tangga yang 

dilakukan oleh Tergugat; 

− Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, 

karena sejak awal bulan Oktober 2024 yang lalu, hanya Penggugat yang 

tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat tidak menetap 

disana karena telah pergi dari rumah kediaman bersama;  
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− Bahwa sejak keduanya berpisah keduanya tidak pernah berkumpul 

sebagaimana layaknya suami isteri, tidak ada kominukasi dan sudah tidak 

saling menafkahi lagi;  

− Bahwa pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dan 

Tergugat; 

− Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar mempertahankan 

keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut 

tidak dapat merubah tekad Penggugat untuk mengakhiri rumah tangganya 

dengan Tergugat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, 

dihubungkan dengan fakta dari alat bukti surat yang diberi tanda P serta fakta 

dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, Majelis Hakim telah 

berhasil mengurai pokok persoalan (tahlilu al-niza’) dalam perkara a quo, 

sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum bahwa benar atau 

patut diduga benar Penggugat dengan Tergugat yang merupakan sepasang 

suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 14 November 2001 yang 

dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, 

Provinsi Riau, yang sampai saat ini belum bercerai, dari perkawinan tersebut 

Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara 

Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 

2024 yang lalu, sejak keduanya berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan 

Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri, tidak 

ada komunikasi dan sudah tidak melaksanakan hak dan tanggung jawab 

layaknya suami isteri dan Penggugat, tidak terbukti adanya perselisihan dan 

pertengkaran antara Penggugat da Tergugat dan juga tidak terbukti adanya 

kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Bahwa pihak 

keluarga belum pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk 

mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun Saksi-Saksi yang dihadirkan 

dipersidangan yang merupakan keluarga dekat Penggugat dan Tergugat telah 
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menasihati Penggugat agar bersabar dan berusaha memperbaiki rumah tangga 

dengan Tergugat, namun usaha tersebut juga tidak dapat merubah tekad 

Penggugat untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Tergugat, demikian juga 

usaha Majelis Hakim di setiap persidangan telah berusaha menasihati 

Penggugat agar berpikir ulang untuk bercerai dengan Tergugat dan berusaha 

mempertahankan keutuhan rumah tangga denga Tergugat, namun Penggugat 

menyatakan keputusanya untuk bercerai dengan Tergugat sudah bulat; 

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum 

gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan 

dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: 

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) 

yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut 

berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam 

kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya; 

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) 

yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat 

terhadap Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum 

sebagai berikut: 

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan 

oleh Penggugat sebagai isteri, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian 

merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan 

pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan 

terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah 

membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila 

terdapat alasan perceraian yang dibenarkan menurut hukum, oleh karena suami 

isteri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka 

Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh 

hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan 

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri 

itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”, berdasarkan ketentuan tersebut 

gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat harus memenuhi alasan-

alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum perkawinan di Indonesia; 

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan diantara alasan 

perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 

Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, adalah antara suami 

istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan 

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua 

peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa (1) Perceraian 

hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang 

bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; (2) 

untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan. Berdasarkan 2 (dua) 

pasal dalam 2 (dua) peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami 

bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian 

sebagaimana dimaksud huruf (f) tersebut, yaitu (1) bahwa antara suami isteri itu 

tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami karena telah rumah tangga 

keduanya sudah diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus 

menerus, (2) telah berpisah selama minimal 6 (enam) bulan, (3) dan atau 

adanya indikasi kekersan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh salah satu 

piahk. serta antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 

rumah tangga; 
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Menimbang, bahwa, berdasrkan fakta hukum diatas dihubungkan dengan 

ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 

9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 

Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat 

Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang rumah tangganya 

sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara keduanya sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, karena yang terungkap di 

depan persidangan tidak ada cukup bukti yang membuktikan bahwa rumah 

tangga Penggugat dan Tergugat telah diwarnai dengan perselisihan dan 

pertengkaran yang dapat dikategorikan secara terus menerus, karena 

pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya diketahui 

oleh 1 (satu) orang Saksi, dan keterangan Saksi tersebut tidak dikuatkan 

dengan bukti lainnya, oleh karenanya tidak terbukti adanya perselisihan dan 

pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dengan 

demikian unsur pertama tersebut tidak terpenuhi; 

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah 

tempat tinggal sejak bulan Oktober 2024 atau sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, 

sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan 

bagaimana mungkin rumah tangga yang telah dibina selama 23 (dua puluh tiga) 

tahun dapat diakhiri dengan hanya berpisah selama 1 (satu) bulan tanpa 

dibuktikan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan 

Tergugat atau rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diwarnai dengan 

kekerasan dalam rumah tangga, sehingga perpisahan selama 1 (satu) bulan 

tersebut tidak dapat dikatakan adanya indikasi rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat telah diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus 

menerus dan belum masuk dalam kategori rumah tangga yang sulit untuk 

dipertahankan, karena pihak keluarga belum berupaya mendamaikan keduanya, 

dengan demikian unsur kedua juga belum terpenuhi; 
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Menimbang, bahwa belum adanya upaya pihak keluarga untuk 

menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berusaha 

mempertahankan keutuhan dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim 

berpendapat masih sangat dimungkinkan diupayakan perdamaian antara 

Penggugat dan Tergugat demi keutuhan rumah tangga keduanya, demikian 

unsur ketiga juga tidak terpenuhi; 

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 

Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan 

perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan 

perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi 

Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut 

dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan 

suami istri tersebut; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang 

dekat Penggugat, yang keduanya Adik Kandung Penggugat yang pada 

pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan 

harmonis lagi karena antara keduanya telah berpisah tempat tinggal bulan 

Oktober 2024 atau sekitar 1 (satu) bulan yang lalu serta para pihak belum 

pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat,. Dengan demikian maka 

ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 

Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2019, telah terpenuhi; 

Menimbang, bahwa karena hanya 1 (satu) orang Saksi yang mengetahui 

adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, pada 

dasarnya keterangan 1 (satu) orang saksi tersebut dapat dilengkapi dengan 

bukti lainnya seperti sumpah suplitoir edd, akan tetapi karena rumah tangga 
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Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung selama 23 (dua puluh tiga) tahun 

dan Penggugat dan Tergugat juga baru berpisah sejak bulan Oktober 2024 atau 

sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, dan Penggugat dan Tergugat belum pernah 

diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, maka Majelis menilai sangat 

prematur sekali jika kedaan rumah tangga yang demikian harus diputusakan 

karena perceraian; 

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin yang sangat 

kuat, salah satu wadah untuk menyatukan dua watak dan karakter yang 

berbeda, sehingga jika dalam rumah tangga itu terjadi perselisihan antara 

keduanya maka hal itu masih wajar, karena dua orang yang berbeda 

dipersatukan dalam bahtera rumah tangga tentunnya butuh waktu untuk 

penyesuaan demi satu kata, satu irama dan satu visi dan misi dalam rumah 

tangga, sehingga jika dalam rumah tangga baru berpisah tempat tinggal sejak 

bulan Oktober 2024 atau sekitar 1 (satu) tahun yang lalu tanpa dibarengi 

dengan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang dapat 

dikategorikan secara terus menerus dan atau adanya kekerasan dalam rumah 

tangga, maka Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga  yang 

dimikian belum dapat dikatakan perselisihan dan pertengkaran yang bersifat 

terus menerus; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 

04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar 

Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi 

Pengadilan, pada angka 4 Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa 

“gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah 

pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain sudah ada upaya damai 

tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; 

salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya 

sebagai suami istri; telah terjadi pisah ranjang/ tempat tinggal bersama; dan hal-

hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, 

main judi dan lain-lain”, dan dalam hal ini berdasarkan fakta hukum yang 
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diperoleh dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat belum memenuhi 

indikator yang dimaksud; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan 

Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018 

Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf A 

angka (1) Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa 

“Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah 

Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 sehingga berbunyi 

Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam 

mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga 

perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi 

haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut 

pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat 

dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator 

yang secara nyata telah terbukti”, berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan 

dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta Majelis Hakim telah 

mempertimbangkan secara cukup dan seksama mengenai keadaan rumah 

tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana di atas, sehingga Majelis Hakim 

menilai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum termasuk 

kategori rumah tangga yang pecah (broken marriage), oleh karenanya 

ketentuan tersebut tidak terpenuhi; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 

01 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar 

Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi 

Pengadilan, pada huruf b angka 2 Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan 

bahwa “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran 

secara terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan 

bertengkar secara terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama 

minimal 6 (enam) bulan”, dan dalam hal ini berdasarkan fakta hukum yang 
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diperoleh dalam persidangan Penggugat dan Tergugat juga belum memenuhi 

indikator yang dimaksud, karena tidak terbukti adanya perselisihan dan 

pertengkaran yang bersifat terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan 

keduanya baru berpisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Oktober 2024 

atau sekitar 1 (satu) bulan yang lalu; 

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum perceraian di 

Indonesia, terdapat beberapa aturan yang mengandung prinsip mempersukar 

perceraian, hal ini  bertujuan untuk mempertahankan ikatan pernikahan dan 

supaya jangan sampai suami isteri dengan mudahnya untuk bercerai hanya 

karena ada permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga yang sejatinya 

permasalahan-permasalahan tersebut masih bisa di atasi, namun karena 

dorongan emosi dan nafsu sesaat suami isteri dengan mudahnya mengajukan 

gugatan perceraian ke Mahkamah. Pengetatan pengajuan perceraian salah 

satunya tercermin dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno 

Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023 Masehi sebagai 

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka (1) Rumusan 

Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa “Menyempurnakan rumusan hukum 

Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung 

Nomor 1 Tahun 2022, yaitu perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan 

pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri 

berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal 

selama minimal 6 (enam) bulan”, sehingga berbunyi sebagai berikut perkara 

perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat 

dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus 

menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga 

diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan 

kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan 

KDRT”, dan dalam hal ini berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam 

persidangan Penggugat dan Tergugat juga belum memenuhi indikator yang 
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dimaksud, karena tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang 

bersifat terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan keduanya baru 

berpisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Oktober 2024 atau sekitar 1 

(satu) bulan yang lalu, dan tidak ditemukan adanya indikasi kekerasan dalam 

rumah tangga; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka 

telah dapat disimpulkan gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur alasan 

hukum untuk dapat terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 39 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan janctis Pasal 19 huruf f Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden 

Nomir 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam juncto Surat Edaran 

Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan 

Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman 

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka 4 Rumusan Hukum Kamar 

Agama juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 

Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018 Masehi sebagai Pedoman 

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf A angka (1) Rumusan Hukum 

Kamar Agama juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2022 

tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 

Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada 

huruf b angka 2 Rumusan Hukum Kamar Agama yang telah disempurnakan 

dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 

2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah 

Agung Republik Indonesia Tahun 2023 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan 

Tugas Bagi Pengadilan, pada angka (1) Rumusan Hukum Kamar Agama, dan 

keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum termasuk dalam 

katagori rumah tangga yang telah terjadi perselishan dan pertengkaran yang 
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terus menerus sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat tidak berhasil 

membuktikan dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran 

dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat; 

 Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan 

doktrin hukum islam yang tertuang dalam Kitab Fiqh sunnah juz III halaman 327 

yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim: 

ويظهرىىالحق ىىبهىيستبينىبدليلىىإلىىىالدعوىىيثبتىىىول  

Artinya: tidak sah gugatan kecuali dengan adanya dalil atau bukti yang 

jelas tentang hal itu”; 

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan 

doktrin hukum islam dalam kitab Al Muhadzadzab juz II halaman 303, yang 

diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu: 

دعواهىيسمعىلىىبينةىمعهىىيكنىىلىىفاءن  

Artinya: “Apabila Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka 

gugatannya harus ditolak” 

Menimbang, bahwa hal ini telah sesuai dengan pendapat M. Yahya 

Harahap Dalam bukunya, Hukum Acara Perdata (halaman 812), yang diambil 

alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyebutkan bahwa bila Penggugat 

dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, akibat hukum yang 

harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah 

gugatannya mesti ditolak seluruhnya; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat 

tidak cukup beralasan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana maksud 

dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor  9 Tahun 

1975 juncto pasal 116 huruf (f) Instruksi Persiden Nomor 1 Tahun 1991 

Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat harus 

dinyatakan ditolak; 
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Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat pada angka 3 

(tiga) tentang pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan 

sebagai berikut: 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, 

sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang 

Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada 

Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini; 

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum 

diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitim angka 1 (satu) dari 

gugatan Penggugat patut untuk untuk dinyatakan ditolak sebagaimana amar 

putusan di bawah ini; 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo didaftarkan secara 

elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah dijadwalkan court 

calender untuk pembacaan putusan secara elektronik, maka berdasarkan 

ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 

Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan 

di Pengadilan Secara Elektronik juncto angka III huruf C angka 7 Surat 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan 

Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan 

Secara Elektronik, maka putusan ini diucapkan secara elektronik dengan 

mengunggah salinan putusan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan dan 

dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Penggugat; 

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-

ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENGADILI: 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap di persidangan, tidak hadir; 
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2. Menolak gugatan Penggugat secara verstek; 

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini 

sejumlah Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). 

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Selasa tanggal 05 November 

2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh 

kami Susi Endayani, S. Sy. sebagai Hakim Ketua, Siswanto, S.H.I, M.H. dan 

Deded Bakti Anggara, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta 

diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk 

umum didampingi para Hakim anggota yang turut bersidang, dibantu oleh 

Khairul Anuar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat 

secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat dan putusan tersebut telah 

disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari 

Selasa tanggal 05 November 2024 Masehi; 

 

Hakim Ketua, 

 

Ttd 

 

Susi Endayani, S. Sy. 

 

Hakim Anggota,     Hakim Anggota, 

               

 Ttd Ttd 

 

          Siswanto, S.H.I, M.H.         Deded Bakti Anggara, Lc. 
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Panitera Pengganti, 

 

Ttd 

 

Khairul Anuar, S.H. 

 

Perincian Biaya Perkara: 

1. PNBP 

a. Pendaftaran          :Rp     30.000,00 

b. Panggilan Penggugat danTergugat :Rp     20.000,00 

c. Redaksi  :Rp     10.000,00 

d. Pemberitahaun Isi Putusan :Rp     10.000,00 

2. Biaya Proses  :Rp     80.000,00 

3. Panggilan   :Rp   400.000,00 

4. Pemberitahuan Putusan :Rp   200.000,00 

5. Meterai  :Rp     10.000,00                                       

   Jumlah                      :Rp   760.000,00 

     (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). 
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